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GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 273
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025- 2029;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2022 tentang
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025- 2045;



-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

10.

11.

12.

13.

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah
Nasional Tahun 2025-2029;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9
Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

a.

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi
Utara;

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Utara;

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Utara;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk S (lima) tahun;

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5
(lima) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun
2025-2029;

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;

BAB III
SISTIMATIKA RENCANA STRATEGIS PD

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan
sistimatika sebagai berikut:
a. BABI PENDAHULUAN.
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b. BABII GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH.

c. BABIII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN.

d. BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN.

e. BABYV PENUTUP.

2) Isi beserta uraian Rencana Strategis Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai rencana strategis perangkat
daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 7 Januari 2026
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
ttd

YULIUS SELVANUS
Diundangkan di Manado

pada tanggal 7 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

TAHLIS GALLANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1
SaJinan sesuai dengan aslinya

NIP 19680206 199403 2 008



